BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJOQ
NOMOR : 210 / 23 $.HUy =017
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT LAINNYA DALAM
. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUROHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan
pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didelegasikan
oleh Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sechagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Menetapkan

KESATU

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor o8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

I1.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Mendclegasikan Wewenang Penetapan Pejabat Lainnya
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Remerintah
Daerah Kabupaten Sukoharijo.



KEDUA :  Pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat
Daerah yang diberi wewenang fungsi tata usaha
keuangan pada Perangkat Daerah;

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diberi
wewenang melaksanakan satu atay beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat
bukti pemungutan pendapatan daerah;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat
bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya
yang sah;

e. Pejabat Penanggungjawab Teknis Belanja Hibah/Belanja
Bantuan Sosial/Belanja Tidak Terduga; dan

f. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu
bendahara pengeluaran.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati

Sukoharjo Nomor : 910/1280/2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Penetapan Pejabat Lainnya Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal t 4 Jamusri 017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

T

2.

Yth. :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharijo;
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Dacrah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;



9.

6.

7.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur  Kabupaten Sukoharjo  di
Sukoharjo;

Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian
terkait di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

D



